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Absrract

The wieethad of calvaring laws (o ledoresin Ras not ger become Gn issne that 5
comprehensively discussed, Previoygs sirdies focused more o research methods indrafting
L=, for exa mple on ROCCTPL (Rnle, Opportunity, Capocity, Commpeanivation, fnterest,
Procezss, and Tdeoloam) or CBA {Cast ard Bewelte Analiais), Therefare, this artiele Blls
in the gaps in the srady by discussing Social Retern oo Lnvestieent [SROI) ey & miethiod
of evataating the implementation of Taws, This method can ke an alternative disoourse in
evelieaiing Lawes tn Tndomesia, but (f reeds o be supported by evaliabiog greedel e tlad
EEplinn conerete steps i guanttanve evalvation of Taws, In addition, the SROT methid
demands an incerdizciplinary approack and the invalvesmens of relevani sakeholdersin
varims stages of SRO analpsis

Wrzpwards: Effectivencss; Efficiency; Evaluation; Monctization; SROT

Ahstrak

Metode evaluast undangundong d Iodonesia belum menjadi su vang dibakbos
gecara komprehenaf, Bapan-kapan sebshomnya: kel banyok folus pada metods
rizet dalam penyusunan rancangan undang-ondang, misalnya tentang ROCCIFL
{Raele, Oppartunity, Capacity, Communication, hitevest, Process, dan Feiﬂ.-!-:.;l};] atan
CBA (Cost aond Benefir Analysia), (leh karena ibo, artikel in mengisi kekosongim
kajian tersebut dengan membahas Sacie! Rebern on Invesiment {SROI) schagai
mitode evalzasi implementasi ondangundang. Metode ini dapat menjadi alternatif
wcani dalam evalues undang-undang di Indonesia tetapt perlo didukong ademyva
pedoman  evaluas: yang menjelaskan langkah-langkel koolrit dalam evabeass
kuantitatifl serhadap undang-undang. Selain imu, metode SRO! menuntur pendekatan
interdisipliner serta keterlihatan pemangku kepentingan vang terkait dalam herbagai
tihapuan anafizis SROL

Kata Kunci: Efektivitas; Efisiensi; Evalnasi; Maonetisasi; SROT
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Persoalan efektivitas undang-undang adalsh isn yang umuom dibahas. Berhagai kajian
hukum mengusung efektivites undang-undang schagal topik dan jugs memasangnya
dalam judal, Eajian-kajian tersebut omuomnya mengkaj efektvitas undang-undang
dengan menclusun kesenjangan antara norma dan pelaksanaan.! Namuon banvak kajan
tentany, efcktvitas undangundang di Indorcsis schenarnya tidak dapat menjelaskan
lkesenjangan undang-undang yang dinormakan dan vang dilaksanakan secara terubur.
Fadahal pengetahuan tentang efektivitas nndang-undang secara terubur akan berguna
dalam menentulan masih perlu tidakoyva sebuah undang-undang dipertabankan, Untuk
mengelaboras: pengetabuan tersebut secara tervlur, maks mebode menjadi kuncinya,
Oeh karena itu, pemerintah atau palemen membutuhkan metode riset bulum dalam
komreks legislas dan perlu mengembanglannya.®

Fajian-kajian lain tentang riset dalam legislasi di Indonesia telah membahas metode-
metnde yang perlu digunakan dalom proses legislasi Kajian ilmu perundang-undangan
memunculkan metade regulaiory impact analysis, regulatony mapmng, ROCCIPL serta
cost e beveefie analyss.! Namun pembahasan metode-metode terschot umumnya fokos
pada tahap pra-legislasi (perancangan undang-undang), khususnya untuk menemukan
alear masalsh dari isu vang akan diatur dalam ondang-undang. Aspek metodolog
dalam berbagai kajian sebelumnya umumnya ditempatkan dalam perancangan uindang:
undang agar dapat menuijukkan wegensi sosiolodis davi undang-undang, bukan hanya
urgensi Mogofis dan yuridis dokirinal.* Pada akhiicnva ingtrumen untuk evalunsi pasca-
legislasi hdak berkembang seperti msteumen pra-legizlasi. Sermghali riset evahiasi
pasca-legislasi mengeksperimenkan metode penilatan dampak di pra-legislaz sehagai
instrumen evaluasi. Padahal metode riset di tahap pra-legislas: tidak selalu sesuai untuk
tahap pasca-legislasi®

(eh karena 1tu, artikel 101 akan mengisi kekosongan kajian tentang risct evaluasi
mplementasl undang-undang di Indoncsia, khusasnya terkait metodologl. Kajisn
tersehut semalkin penting karena diskursus perundangundangan secarn global semalkin
netyhe mbanghon diskursus fdset evalunsi pasca-legislasi atau yang dikenal dengan istilah
post-legisTative sering, Por-lagislative serating adalah peran teadisional parlemen untok
memastikan abwa langkab-langkah implementasi kebijakan publik sesum dengan
apa yang disepakati oleh parlemen dan pemerintoh. Post-legislarive serpting menila
implementasi dan hasil dari implementasi undang-undang tersehur®

Awlis Aarnie, 2010, “The Formal Validity, Effcacy, and Scceplability of Legal Morme,” dalaom Esape oo jbe Dic-

i) Sooady o Loow, Sprinper. Dimlreehe, him. 125130,

! Blarulak Pardecde, e Dyt Sefrmeesy Prmelicies [Tl Kememterian Hakoom daa He® Al Meonsid Neg-
i Henmddik Tndaresie ] Pericdifian Hukein D Jsire, Vol 16, Mo 2. 2018, him, T25-145

! Bachmet Tripnio, Algsrnndil Sold Anafisiv Brmiomn Preasdaug- o oger. Jarmal Kedhim Viodag: Media
Temlsinaen Misinim Nusionsl, vol. 1, No. 3, 2012, lilm. 161-174,

VEainal Arifin Hoeseii, Provbeminkons Hiskam sl Proapeben T Pembarmns Foky e JToeisl Ric Vinding Medls
Temlsinnem Msinun Nasions], Vol. 1, No. 3, 2012, him. 3073327

"Rl Hanerstein, 20149, “Cemiest and Analysis Toaently Yoarsof Begultury Befrm,” dulam ey Safirm i
Trddiniesiar A Lipel Peripecaive; pdl, Woidodda Ehatialgana, B Hanerstemn, din Danie] Hetlmson, Hanns Sodel Foonda:
Homi & TR Ministry of Ly ard Humad Boghbs DAreednrste Coneral ol Legslotom, Jakari, hlm. 1-52,

* Framklin D Viawme, Foar-Begedniive Semediag on Barmue Haoe tie Charsipht o Smglemamading of Lepialndion by
Porliwmeencs in Ensape 5 Oeriing Strongrr. Jooral of Legislative Stulies, Vol 26, Mo, 52020, hlm. 427547,
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Artibel ini menawarkan metode alternatil dalam riset evaluasi pasca-legislasi. Metode
yvanyg menjadi fokus pembahasan dalam artike! i adalah Social Keno an fnvestment
[(SROT). Artikel ini akan menjelaskan kongep SROI dan pendelatan monetizasi vang
digunakan, urgens: penggumaan SO sebagal metode evaluas: undang-undang, serta
hagaimana tahapan dalam menggfunakan metode SROI tersebut.

Artikel ini terbagi ke dalam 3 (tiga) Dagian. Bagian pertama alan menjelashan
tnjavan wmum tentang SRO1 serta perhodaannya dengan cost and bengfie analysis
yang telah lebili dolu dikenal dalam Kagian perancangan undang-undang. Bagian
kedua menjelaskan vrgensy SRO] dalam mstem perundang-undangan di Indonesia
dengan menempatkannya dalam kerangka past-legeslarive sernfigy untuk menunjukkan
dampak dan kelayakan implementas: undang-undang gecara terukur, Bagian ketiga
akan menjelaskan dan mensimulasikan tahap analisis dengan metode SROI, Simulasi
sederhana akon ditujukan terhadap Undang-Undang Nomor 158 Tahun 2008 tentang
Fengelolasn Sampah.

PEMBAHASAN

Soeial Retvrnt on Investopesd; Tingauan Umam

Iagian im akan menjelaskan konsep dasar SEOE yang umumnya digunakan dafam
mnengukur dampak program sosial dan bagsimana prdram sosial sebagai sebuakh
investasi bermanfaat bagi pelaksana program mavpun penerima manfastoya, Seteloh
itu bagian in akon menempatkan konsep SROT dalam konteks legislasi,

SR adalah metode vang bertujuan uotuk mengukor loaran {swipee). nilal, dan
dampalcsebuah program dalam dimensi sosial. Luaran, nilal, dan dompak tersebut diokur
dart ukuran finansial, Asumsi desar dan SROLadalah bahwa semuomn organizasi ekonomi
[puhlik maupun privat ] menghasilkan dampak hagi setiap orang dan lingkungan.” SKEOH
adalah rasto antara nilai bersih dari manfaat vang diperoleh saat 00 [ner present value
of bemefits) dibandinghkan dengan nilai hersih saat ini dan myvestast (pee presess saloe of
fvestmenis], Jilkn vagio SROT di atas anglie satu maka dianggap menguntungkan dan
memunjukkan bahwa program tersebut berdampak kepada pencrima program maupun
pelaksana program,”

Konsep SROH pada awalnya dikembangkan oleh Eoberts Enterprise Develsprens Fund
[REDF) di Amerika Serikat pada pertengahan 1990-an. Di Ingdris Baya, kerangka kerja
SROT telah dikembanglan lehib lanjut di bawah program vang didanai pemerintah untuk
mengukor nilai sosial, vang dimulai pada tahon 2008, dilakukan oleh konsorsiom SROH
wetwarn, New Eeowomics Foundation, Charitics Evalpation Services, dat (he Natisiol
Cannctl for Voluntary Crganisations and New Philandropy Capital SROL kemudion
telah diterima sebagai alar ukar vang dialu secara internasional untuk kewirusahaan

" Magsimo Coctn, 2017, ¥Social Teturi on Investiment (SROL), Enchiding Elmnments on Cosf- Bepolit Analysis™
I.I‘il.lillll Huaftwok uf Fortal Pulicy Eveelwsieion, ], Berit Greve, Edbwaoe] Elgar Publishing, Cheltenham & Northampon,
hilm, 57-78,

* Enck Muvamba et al, Fanez v Lhivdg Seotal Rednen on Toveieniens a2 A Evaluation Tool, Bviluation Jenonal of
Aaisiralagia, Vol 17, Mo, 3,2017, him, 32-30

" Malin Arvidsom et al ., Vifaidg dy Seciad ¥ The Mot amd Comtrovesares of Megsawtog Socind Redarn o fnoveieend
(FH0, Yoluminry Secinr Beview, Vol 4, Mo, 1, 2005, hlm. =18,
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sosial dalam kebijakon di Inggris dan telah dipromoesikan eleh Departemen Eesehatan di
Inggiris sehagai alat ukor dari dampak kewirausahaan sosial di bidang kesehatan. ™ Dalam
bidang kesehatan, SROI eehelumnya telah digunakan di bidang kesehatan masyarakat
termasuk progeam-program sosial yang meliputi: promosi keselutan; kesehatan mental;
kesehatan lingkungan; keschatan seksunl dan reproduksi; kesehatan anak; pendidikan
gzl dan kesehatan,™

Ekonom dan analis kebijakan publik telah menggunakan analisis biaya-manfaat
atav eost and Benefin analysis (CEA) selama heberapa dekade untuk mengukur dampak
ekonom dar prodram gosial, dan wmumnyva sebagai alat vkur ontok mempengaruhi
bnghat pengelusran pemerintah pada suatu program sostal. CBA hiasanya digunakan
pada permulaan prodraom untuk menentukan apakah intervensi pemerintab akan
mengfhasilkan manfast vang lebih unggul daripadaalternatif lain, atan secara retrospeltit
untuk menentukan apakah progrom pemerintah tersebut berhaega. ™

seperti CEA, SROI menilal terhadap dampak program dengan pendekatan monetisasi.
SHOT mengukur nila dampalk program secara hinansial dengan membandingkan antara
nilai dampal dengan nilai biaya program vang telah divealisasikan, Glch karena itn SEOI
tapat memberilan hahan pertimbangan apalkah suato program vang telah dllaksanskan
telah layak secara finangial dan memiliki dampak keuntungan jangka pendek atou
jangka panjang atau justro sehaliknya.

Memun SROI berbeda dengan CBA dalam hima hal penting. Pertama, SROT adalah
instrumen manajemen yang memungkinkan pengambilan keputusan secarn feratur.
Ini betheda dengan analisis CBA vang umumnya digunakan secara berkala untuk
menentukan cara yang paling murah untuk memberikan manfaat atan untuk mengurang:
dampalk negatif ba@ semua pemangka kepentingan utama, ™

Kedug, 5SROI memungkinkan pembuat kebijakan untuk memaksimalkan manfaat
sosial dan nensial, Sebalikoya, penggunaan metode CBA dfidak untuk merencanakan
atai mengoimalkan pencapaian nilal Gnansial dan gogial.™ Setelah melaksanakan
CBA, intervensi pemermtah dapat dilanjutkan hanya jika manfast total lehih besar
daripada total baya dan jiks rasio manfaat terhadap biava melelbihi angka tectento.'”

Ketiga, 8RO didasarkan pada teori perubahan yang memperhitungkan rengal
perstiwa dar sebuah program dan hasil vang terkait dengan progeam tersebut, SREOI
mengidentitikasi di mana dan bagaimana nilai diciptakan oleh siapa, dan siapa vang
divntungkan darinya dan bogaimana proses ersebut terjadi,™

" s Miilloe dam Kelly Hall, Soriol Kevarn o Bapet s | SRV ol Perfor mamer Maserrmrns: The Oppardna idies
rewf Barrvers for Soctal Ewlenirise o Frealid amd Seoel Care. Fublic Moomgemer Review, Yol 15, B 8, 2003, hlo,
23 thes aganizatioms are buicg reguined o chanemstraty the socal aoil ecomemic vl they genernte, ool
return oo fnvestmm | (SR

 Adrngime Clasabasayo B ke-Thomas et al.. Sl Remen oo Ioepvemsens {580 Methodalagn oo dcoowms for
Vaelue for My of Pubfic Foadd Irtrneorioma A Spstemnte Sevine, BMC Poblic Health, Yol 15 Moo 1L 2005, him.
ERA-S4T orrt-aiTectivimess, costutility and cusi-himafit nnnlyss b Been el (o osees valme-Fr-moey of pofilic
hesdth migeventone The socia] réturn o imeestment [SEO]

A Keem Lingamie dan Saen Oben, Gdifalfoes foe Secigd Betnen on Disestemear, Coliformo Banngement Beviow, Val,
4, e A, 2004, hlm, 116135,

U adin Arvidann et ol Velwdug ¢he Ssoiel? T Nedary ave! Confrovesies of Miesnring Sorel Bebanr or dmiveivim
(FRON, Yaluntary Secior Beview, Vol 4, Mo, 120603, klm. 3-18

Ao Lingane dam Sara Olsen, Chocar

U hldin Arviclsan b al,, SApedd

* Emnitia Pramva el al, Integrating Admptatic into REDD + - Patentinl Inpocts pod Social Return on Tivestment
m St tulang, Molinow District, lodonesia, kripe . aml fo/flemd e ddoeid 25206 Filenome Framova_20 1 _Inte.
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Feempat, amalizis proveksi dalam SROT sangat berguina ketika merencanakan suatu
program karens dapal menunjukkan bagaimana memakeimalkan dampak dari biaya
yvang telah dikelustkan dan mengungkap hambatan yang haeus diatasi. Analisis SROT
juga berguna untuk mengidentifikasi apa vang haros dipantau dan dievehiasi setelsh
suati program heroperasi penunh.

Felima, analims CBA  didasarkan poda  teori  wiilitanianizme  preferensial,
Unlitarianieme mengklaim bahwa yang penting tentong suatu tindakan dalam arf
moral adalah hosil akhir dari kepentingan dan ailainya bagi kesejahtoraan (eelfare)
terbesar,  Mamiin dalam kalkalosimya tersebiut CBA mengabaikan penilaian nilai
individu dan berhagai makna kescjahteraan dar latar belakang sosisl budaya vang
herheda sehinggs justru cenderung mengarah pada distorsi kesejahteraan.'® Sementara
SKOI membutuhkan partisipasi pemanghko kepentingan vang beragam dalam satu isu
yang dievaluast, Pemanghkn kepentingan yang berbeda juga dapat memiliki pemahaman
yang berbeds tentang konteks implementasi program ketiks melaknkan evaluasi n
sati sis, ini menjadi pembeda yang positil daci SROT tetapi dapat menjadi kelurangan
jika dilihat dari efisiensi penggunannnyva sebagai sebuah metode analisis dan gvaliasi,™

Pada prinsipoya, metode SROID dapat mengambarkan hobungan antara “investasi
sosial” berupa program yvang dapat dibitung miai fnansialnya dan manfaat soswliya
dengan menerpemahkan aspek-aspek tertentu dard nila sosial ke dalam nilai Gransial,
yang menghasilkan loefisien SRO1. Komponen finansial im dilengkapt dengan
mermnjukkan alternatf koantitatif dan kualitatit dampale sosial darl suatu program,
hukan hanya kepada pihak pelaksana program tetapi juga kepada berbagai pithak terlait,
mizalnya: masyarakat secara umum, pemerintah dan pemangku kepentingan lain vang
terkait (misalnya dunia usaha) *°

Terkait dengan kepentingan dunia wsaha, SEOI juga digunakan untul menganalisis
dampal program tanggung jowab scaial perusgahaan (corporale social respodsibiliog
atau TSR} Betelal melakukan analisis SROT maka manajemen perusahaan dapat
mengerahin seberapa besar mmanfast dalam perspelkifl hnangial yang diterima oleh
masvarakat maupun perusahoan Karena adaoya program C5R. Perusahaan kemudian
dapat menggunakan hasil anatisis SEOT tersebut untuk laporan kebedanjutan.

Berhagai pemanfastan metnde SEOE fersehot menunjukkan wilayah penggnnaannya
masih terhatas pada dimensi kewirausahaan eosial dan dunia usahs gecars wmum.
Mamun schagaimana CHA schagai metode vang sebelumnya digonakan di lnar kontels
legislast, SROI juga dapat digunakan sebagai metode dengan fungsi vang serupa dengan
CBA. Merode nser dalam legislasy sudah mengenal CBA sebagai salah satu metode

gruting _sdaptation_inte_REDD_-_Tndeaesia pdl, diakses 15 Oktober 2020

T il

= VWee Beony Choy, Casr-Heaedrd Awalpeis, Valaes, Wb bop e Evbeiee A Tadipesons Waelifeiew A [ 2 Ecalap-
kal Eomoniae, Vol 145, 2008, lilm, I-&

= Brinn T, Yites dom BMits Marm, Sorral Rednes O Tuvesomedd [ SROE Paoddenis, Folabipns | o o FROT & Gl
Irevesinund P Evlaation amd Frgraon Slaaming, Yol 84, 2017, hlm, 156-144

¥ Gorg Belew, Bubert Momscher, dan Failaring Molbed, Socnl Biturn on bevestmeet (SRO0 ] Stte-of-the-
At and Perspectives A Mela-Analyss of Prochics in Soctal Betur em Investroent (SO0} Stedies g fanchiv,
uhim beidelbeng deyv ol Hesbserver) TRZAE [ VCSE_SREOE_Meta_Analyais 2003 df, diakses 15 Okioher 2020

" Muoria K. MNimdia Racdvaty 2014, Seatmimgbie Hevors & Crnpoie Socfel Fopomadulicy FOSR ) CECT Trisaka
LUnversity, lnlarm
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umtulk mengulur pedu Gdakoya sebuah produk legislasi untuk memberikan manfaot
bagh masyvarakat,

Apakah kemudian SROI sebagal metode juga dapat dindopsi dalam Konteks riset
legislasi? Kemungkinan tersebut sangst terbuka karena 2 (dua) alasan. Pertama, sctap
sistem legislasi membntuhkan metodologi sehagal bagian dan kebijakan legislasi.
Aspek metodologi dalam legislasi meliputi kehijakan tentang maskah akademik serta
metede vang dapat digunakan. Aspek im berkaitan dengan sekelompok mstrumen vang
hetorogen yangd membantu dalam aliron pengambilan keputusan, penilaian alternatif
dan pengambilan keputugan oleh pemermtah, Tujuanoya untuk  merazonalizasi
pembuatan lebijpkan dan struktur hukom yang mendukungnya. Melalui metode
tersehut tersedia informasi yang terkompal, alternanf peraturan perundang-undangan
dan proses pembuatan undang-undang atan kebijakan untuk, kemudian, memberikan
masukan atau menunjukkan solusi vang lebih haik =

Kedua, undsng-undang ditempatkan schagai “program™ wntok menghasilkan
perubahan tertentu yarg telah dirumuskan dalam pembuatanoyva, Ini terkail dengan
aafah satm arah yong ingin dicapai dari kebijakan Tegislasi vaitn kuchns legizlosi.
Fualitas legislisi (the guadity of Tegislatione) telal menjadi konsep yang krusial bagi isu
pembangunan di dumnda, OECD dalam The 2012 OECD Policy Fecomimendations of the
Coprecel on Fegulatory Policy and Goversanee menempatkan kualitas legislasi berperan
signifikan dalam pembangunan karena meningkatkan kepasitas legislasi untuk mencapa
tujuan dari kebijaksn perencansan pembangunan

Berdasarkan 2 alasan fersehut, maka dipedukan metode pemantavan pelaksanasn
undang-undang. Pemantauan  setelah  ondangundang disahkan  harus  mampo
memunjukkan dampak riil dan kelayakan pelaksanaan undang-undang tersebut secara
finangial. Pengdukuran biaya yang telah dikeluarkan selamas beberapa tabun untuk
mielalzanakan undang-undang kemudian perlu dibandingkan dengan milal hoansial
yang telah dibasilkan bagi gasaran undang-undang dan juga pemerintah.

Mamun apakah metode SEO] vang ditawarkan dalam arfileel ini memahikl urgens
atau kenmngkinan untuk diterapkan dalam sistem perundang-undangan Indonesia
saar ini? Bagisn berikutoya akan menjelaskan kemungkinan tersebut dar sis1 ungensi
evaluasi pasca-legislasi atau posi-legislative seruting (sclanjutnya dischut PLS) dengan
menggunakan SRO1 schagai salah satu metodenya,

Urgensi Penggunaan SROT dalam Riset Legislasi

Bagian imi akan mengelaskan mengapa SRO1 diperlukan dalam sistém perundang-
undangan di Indenesio. Eksplanasi i menempatkon urgeng metode rizet dalam PLS
wangd mampi menuniukkan dampalk dan kelayakan dari implementasi undang-undang
secara terukior kepada pemangkn kepentingan maupun pemerintah. Oleh kamena im

= Felips E Faula, Beframieg e Commaraiy af’ Legialitive Srpulamy Poices: g Fusstionni ol Thesey and
Pt of Legialifing, Vol 5. No. 3 2007, him. 305-3E7.

% Heler Xanthaki, S mr Musnads wnd Dl io Lagisfaetiog Posieioe Comirfweion fowrirds Certniagr 26 the Lo
ar dmpedimee md o tee Mesessing for Dgnmmdsee of Rudes™ Legisprulence. Vol &, Boc 202000 hlhme 101128,
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perlu diketahui konsep PLS dan bagaimans Badan Beahlian DPRE RI mengdunakan
pendekatan atau metode rizet dalam kajian pemantauan implementasi undang-undang,

Eajian tentang metode riset dalam legislasi di Indonesia tidak banvak dilakulkain,
Boberapa kajian vang sudsh ada umumnya folkus pada metode dalam penyusunan
naskah akademik. Nalle dan Kristina menunjukkan pentingnyva metode analisis dampak
dalam penyusunan naskah akademilk yang ternyvata memibiki berbagat keterbatasan
dalam konteks Indoneszia.® Berbagm metode riset dan disiplin ilmu lain maapun vang
dikembanglkan oleh kajisn perondang-undangan semdini kemudian dikembanglkan
vtk mengukur dampalk yang dibacapkan dari adanva sebuah undang-undang. Berbagai
metode sepertl rogulatory impact assessment {R1A), ROCCIPL, dan CBA dikenalkan olch
Badan Keshlian DPE Rl dalam penyusunan naskah skademilk. Mamun pemahaman
tentang berbagal metode terscbut ditempatkan dalam konteks pre-legislanve sormting
(persiapan legislasi), dan hukan dalam keranghka PLS.

PL& dalam komtels legislas: perly dipahami sebagai hagian dari evaluasi kebijakan.
Evaluasi kebijakan pada umamnya didefinisikan sebagai penilaian dampak kebijakan
terhadap masyarakat, Namun argumen tersebut diketik oleh Verdung bahwa évaluasi
kebdijakan tidak sekedar meniai efeltvitas, Evaluasi kebijakan judad harus menila
efisiens implementazi dengan membandingkan nilai biove yvang dileeludrkan dalam
ittplementasi dengan nilai dampals vang diperoleh. Oleh karena itu mekanisme evaluasi
harus berdasarkan pada data empiris vang kokoh dan justifikasi ilmish vang terukar®

Belama Chrde Bam, PLS dikaitkan dengan pelaksamaan fungsi pembuatan undang-
undang dan fungs pengawasan vang dilakukan melalui proses pembustan undang-
undang vang teratur dan pengawasan yang dilakukan olch DPR setelah undang-undang
disabkan. Melalui mekanisme dengar pendapat seperti itn, DPR dapat menghimpun
berbagai aspirasi dan mendapatlkan masulian yang berbeda daci pemangku kepentingan
atas pelaksanaan undang-undang oleh pemenntah den memvampaikan kol Setelah
Orde Bam, ada tuntutan Ruat dar gerakan reformasi untuk memasukkan PLS sebagai
bagian darn wewenang DPFE untuk. membuat undangundang vang diperlukan dan
mengdawasl kebijokan dan kinerja pemerintah dalam mengalankan undang-undang
tersehut. ™

PLS merupakan perkembangan terkini dalam prosedur dan praktik paricmen vang
bertujuan untuk memperkuat pengawasan parlemen atas implementssi undang-
undang, schagai bagian dari fungsl pengawasan parlemen. PLS telah dikembanglean
dalam dua dimenss utama: peoilaian terhadap pembustan undang-undang dan evahiasi
pencapatan tguan da undang-undang tersebut, PLS dapar digunakan untulk menilai

Vi or Inanee] W Malle dan Teunis Easting, T iameer Perrigmd Aonlfas Dok deloin Lepisfa T utiers
Wieriiae o hustitia, Yol & M 1, 2020, hhn 127- 148

S Evert Vichmg 2017, PuMie Polfg wrd Pragsm Evelosdion, PaMu Palior ard Progeame Evalecior, Bosled g,
I Wear k.

= Polak Padogi Mati@geln dan Ricis Katbarino, Peor FLE of Saseily bt Ritorm waid Tz Doty on Flustina
Firdets s Tl - ey Heloiionis i Tadoréela, Journal of Svatheist Amon Humnn Rights, Yol 4, Mo, T, 2020 hlm

Z3-41.
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masing-masing bagian undang-undang tetapi juga dapat diterapkan ke selurub kerangka
hitkum atad serangkaian undang-undang. =

Tika memijuk pada tafsir sempit malea PLS melilat pada: berlakunva undang-andang,
apaksh ketentuan bukum sudah diberlakakan, bagaimana pengadilan menafsirkan
undanf-undang dan bagaimana prakb=si hukom dan warga negara mengganakan
hwkum. Dalam arti yang lebih luag, PLS melihat dampak legislass; apalah tujuan
kebijakan vang dimaksudkan dari undang-undang tersebat telah terpenuhi, serta Gonglat
efisiensinva. Jika parlemen berupaya untul mengalankan kedua dimens tersebut, PLS
terus memfazilitasi pecbaikin hukam dan mplementasi kebijakan o sendin, Dengan
demildan, PLS berkontribust pada peninghkatan efektivitas dan akuntshilitas tata kelola =

Jika merujuk pada makna PLS dalam arti vang lebih luas tersehut, maka diperlubkan
metode yang dapat mengevalnas: implementas) undang-undang mampu berdampak
kepada sasaran vang ditmujunya. Togas mengevaluasi implementasi nndang-undang di
patlemen berada pads Posat Pomantauan Pelaksanaan Undang-Undsng pada Badam
Feahlinon DPE dan Badan Legislazi PR RI {Baleg). Berdasarkan Peraturan Sekjen DPR
RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organizosi dan Tata Kerja Selretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR sehagaimana dinbah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Ferwukilan Fakval Republik lodenesia Nomor 2 Tahun 2016, kegiatan pemantauvar
pelaksanaan undang-undang pemantawan peraturan pelaksanaan undangundang,
dan penanganan perkara pengujian undang-undang menjaci tugas dan fungst Posat
Femantauan Pelaksanaan Unddang-Undang,

Baleg fokus pada pemantauan dan peninjauan aspelk hukum dar undong-undang vang
dizghkan untulk menilyd apaksh: pemerintah telah memberlakukan semus peraturan
pelaksana, ketentuan ondang-undang tersebut berlaku, ketentuan undangundang
tersebut bertentangan dengan undang-undang Inin, dan hal loin vang terkait dengan
implementasi undang-undang, Baleg kemudian akan menggunakan femuan fersebof
sehagai mosukan untuk Program Legislosi Masional (Prolegnas) priorims taloanain,
PLS di Indonesia juga dilalkkukan oleh berhagm Komue di DPFR RI yang mengawasi
kementerian/lembaga negara. Komisi-komisi tersebat fokus pada aspelk yang herheda
dart Baleg, yaitn pada efektvitas undang-undang dalam mencapai tujuan mercka**

Walaopun dua lembaga ini memilild tugas vang scrups dalam lingkop PLS, tetap
hanya Pusat PFomantauan FPelaksanaan Undang-Undang vang mempublikasikan hasil
kajian cvaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang secara terbuka melalui situs
resminya. Identfikast terhadap metode vang digunakan berbagai hasil kajian tersebut
meminjukkan balwa pendekaton monetizasi belum digunakan dalam mengukur
dampak Anansial, Berbagai hasil kajian tersebat memprioritaskan pendelatan kualitatif
don semmays mengecu pada pembagian substansi, struktiur, dan kultur hukam vang
urrtiem oy digumnakan dalam menganalizis isu elfektivitas undang-undang,

A Fotien Filsihis dan Franklin D Yoeze; Haw Meflamene Mamitor Sysiwdaable Devdopmiomt Saals—a Grwvmd fir
Applimdion of Peat Lipialaiive Serndioy. Jemmmal of Begislative Sailizs, Val, 26, WMo, 4, 2020, hlm, 48485,

* Fennklin Dhe Yrioze, e

* Framklin D Wrivee, Lefpisbiive Scroting: Owerview' of Loidlative Serobiny Proctices in the UK, Tndia, Tl
esiay s Frimce, httpe! wasawcparhament ek brosines oommmnith oss commm i bies-aee o sl e 1w -righs-com-
mittee news publicmtonad-nimil-report legislative-sertiny-apdateMfuim _souroe = feedly, dieksss 16 Gkioher 20260,
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Tabel 1. Pendelkaton dan Fokus Analisia Pemantavan Pelaksanaan Undeng-Undang oleh
Budun Keahlian DPR BRI {Talon 2008-2020)
M, Undang-Undang Pendekatan Fokus Rekomendasi

1. U Mo 21 Tahun  Desknpaf koalitatif den- 8, perubshan beberapa norms;
2011 tentang Ofori- - gan pengumpulan data ke b, pengustan kelembagaan;
tes Jusg Kevongan 4 doerh youtu Sumaters. o opst penvelessian sengkets di

Selutan, Joam Tengah, bidang keusngan;
Jawa Timur, dan Kaliman-  d. transpavansi pengdelbolagn ang-
tan Sefatan. garan O]K;

e komsstensl pelayanan QK.

2. U No. 11 Tahun Deskripaf kualitataf &, perubahan beberspa norme;
2M 2 tentang Sistem . dengsn pengompulan b, simkromsast dengam U0 Loin don
Peradilan Pidona dote ke 4 dacrah ymin putusan Mahkamah Eonstitusi;
Annk Jawa Timur, Kalimamten ¢ percepatan peratursm pelaksanog

Tinr, d. koordinasi kelembagaan:
Sumatera Wiarva dam DIY. e peninghatan angéirin;
f. sogialisasi dan edukasi substansi
undang-undang,

30 VU No, 23 Toahon  Deskripaf koalitetsf vong s, perubahan beberapa norms;
2014 tentang Pemer-  didukung oleh data primer b sinkronisas dengam UL Laing
intahan Daerah dary wawancara dan FOIN - o percepatan peraturan pelaksana;

satita data sekunder. Pess-  d. pengfustan kelembafaai
gumpalan data ke 4 dae- e openingharan kualitas SDM
vah yaitu Acel, Sumaterm  pelakzama,

Selatan, Tawa Timur dan

Balimantan S latan.

4, UU No, 36 Tebun  Deskripaf koalitotif yvong 0. perubahan beberopa norms;
2 tentang Kes- didukung oleh data pramer b, sinkionisass dengan UL B
alutan dars wiwancara dan . penguatan Kelembagan:

PO serta data sekunder, o, peningkatan anggaran pelaksan-
Pendguwmpulan daga ke 3 aa;

daserah vaitu Suimatera e, edukasi pads mesyvarakat,

Utara, Acel, dan Kalman-

tan Barat

5, Ul Mo, 14 Tahun Dreakriptif kualitatif vang  a. perubahan beberapa o
25 tentang Gurn  didukung oleh doata primer b simkonisas: dengan UL Bin.
dan Dosen dari wawancars dan

FGIr serta data sekunder,
Pengumpruban data ke 3
daserah yaiu Jawa Barat,
Dacrah Istimewa Yogya-
koo tn, Town Timur.,
G, Ul Mo, 32 Ta- Dreskriptif koalitotif vand  Peruhaban beberapa norima karvena

T 200HY tentang
Ferlindungan dam
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup

didekung oleh data pramer
dart wawanearas dan

PG serma data sekunder.
Pengmmpulan data ke 2
doemah vartu Fiau dan

Javen Tenga h.

terdagsas permasalahan terkait
miiltitafzie sefta permasalahan
tumpang tindih kewenangan
atrukimral
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Mo, Undang-Undang

Pendekatan

Fokus Rekomendasi

LU Mo, 10 Tahun
20 tentang Kepa-
tivrisataan

=1

Dreskripaf kualitotif yang
didukung aleh data primer
dari wavwanecara dan

FEIY seria data sekundes,
Fengumpulon data ke 4
doemh vaitu Sumatera
Barat, Daerah lstimews
Yogyukario, Bali, Nusn
Tengpgarn Bamt.

Perubatan beberopa norma karena
terdapat permassbabon terkait
mulfitafziv serta permasalaban
fumpang tindih kawenangan
strukmrmal,

g, UL Mo, 24 Tahun
2011 tentang Badan
Penyelenggars Jami-
nan Sosial

Dregberipiif kualitatif vang
didukung oleh daka pramer
dari wawancars dan

FGIY sertn dota sckunder,
Fengumpulan data ke 4
doeroh yaim Acch, Bongks
Belitung, Javwa Tengah,
don Sulewesi Utara,

Perubaban norma dengan suik oo
misasi pada LSS

dan dengan putusan Mahkamah
Konstitusi ates pengujinn UL
§JSN dan UU BPJS,

g UU Mo, 7 Tahon
2012 tentang Pengn-
ganan Konflik Sosial

Dieskripef koalitataf vang
dichakung oleh data primer
shori wawrancars dan

FGD sert dota sekunder
Pengumpulon data ke 4
dperoh vaitu Sumatera
Utars, Lompung, Maluku,
Sulawesi Tengah. Selain

it juga mengumpuatkan
dats davi berhagai lembags
negara vang terkait, kem-
haga swadava nusyarakan
dan akademisl

&, perubahan beberaps norn;

b, simkronisas: dengmm UL kaing

. penguatan kelembagean:

il. peningkatan anggaram pelaksan-
pam;

. edukasi pede mesyarakat,

Berbagai hasil kajian dmplementasi ondangd-undang oleh Posat Pemantouan

Folaksanaan Undang-Undang memnunjukkan bahwas rehomendasi-rekomendasi yang
dibnat sangat bergantung pada analisis koalitatif. Pendckatan monetisasi untuk
mengluantifikasikan manfoat vang diperoleh masyarakar belum digunakan karena
semua analisisnya menggunakan pendekatan deskriptf kualitatif sehinggs dampak
terukur dar implementasi undang-undang belum tergambar dalam berbagm kajian
terachut. Fada akhitoya mehomendesi vang dirumuskan cendeming monoton atau
seragam, misalnva: sinkromigass dengan undang-undang lam, peningkatan anggaron
pelaksanasn, edubkasi undsng-undasng kepads masvarskat, atan perobahan norma
karena adanya multitafsir.

Penggunaan pendekatan kualitatif di seluruh kajian tersehut sebenarnva juga
tergambar pada seluruh naskah akademik dari BUU inisistif DFR K yang disusun olch
Badan Beahlian DPE RL™ Keséragaman pendelatan ini tentu saja berimplikasi pada
kualitas pertimhangan atan diskursus ketika menentukan peruhahan yang diperlukan

" Vigiar Imocmel W, Mall, !n!n.ﬁmﬂe Tt dalam Leginkmi Idonosia) Perkembangan dan Taniengamn. dalan
Lepsdaai Hrrdualiine Molob Pt ik Tepida Pademir, oo, Nadiv Survawint, Pussit Bajian Kndwifioed

dhirn Poseinails Undvembing Kabslik Diermi Cesaliky, Surabaya him. 5-22.
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dalam suaty undang-undang. D4 sizi lain, hasil kajian menjadi sukar menumjukkan
dargumen-argumen steatemis yangd terukur agar implementisi undang-undang nanpa
pietscdpni dampak yamgd diteginkan. Selain i, jika pendekatan kualitatil dalam
mengevaluasi implementas undang-undang termyata tidak memiliki dasar data primer
yang komprehensif maka rekomendasi yang dibuat dapat terjebak menjadi kumpulan
daftar aspirasi yang disampaikan oleh pemangku kepentingan melala wawancara dan
thskusi,

Walmapun konsep PLS menitikberatkan pada petan parlemen, tetapi bulkan hanya
marlemen di mdonesia vang melaksamkan riset evaluasi pasca-degislasi, Selain tugas
evaluasi implementast undang-undang ofch Baleg dan Badan Keahlian di parlemen,
Badan Pemhinaan Hukum Nasional (BPFHN)] yang berada di bawsh Kementerian
Hukum dan HAM dan Badan Perencanaan Pembangonan Nasional {Bappenas) juga
memilikt pedoman dalam melskukan evaluasi undang-undang. BPHN scears fungsional
melakukan analisis dan evaluasi hukum dan penyusunan konsep pembandunan hukom
(lihar Pasal 1006 Peraturan Menteri Huloum dan HAM Na. 20 Tahim 2015) sedanghan
Bappenas, khosusnya di Direktoeat Hultum dan Regulagi (sebelumnya Direktorat
Analisa Peraturan Perundangundangan), melaksanakan fungsi evaloasi pelaksinain
pembangunan di bidang hukum dan regulasi (fihat Pasal 422 Pemturan Menteri PPN/
Bapgpends Mo, 8 Taliun 2019),

BPHN sebelum 2015 telah membentuk tim yapg hertugas mengevaloas) peraturan
perundang-undangan yang bersifat sektoral atan evaluasi sceara spesifik terhadap
undang-undang tertentu. Fungsi tersebut sejak 2015 kemudian dijalankan oleh Pusat
Amnalizsis dan Ewvaluasi Hulum MNasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden
Nomar 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asast Mamusia { Perpres
Mo, 44 Taklun 2015),%

BPHN di tahun 2020 kemodian merilis Pedoman Evaluasa Peraturan Perundang-
tndangan Nomor PHN-HN.O01.03-07 Tahun 2020, Pedoman tersebut memuat 6 (enam)
dimensi vang menjadi fokus analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, antara
Laim: dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi
potens disharmoni pengaturan, dimenst kejelasan mmusan, dimensi kesesnaian norma
dengan asns materi muwatan, dan dimensi efektfitas pelaksanaan. Pengaturan analisis di
f [enam) dimensi tersebut uga telah distur sebelumnva dalam Pedoman Analisis dan
Evaluasi Hukum Mo, FHN-01.HN.01.03 Tahon 2019 dan tidak ada pengaturan vang
berbeda teckait pemdelatan dan metode dalam analizis vang disarankan.

Analisiz dan evaluas, berdasarkan Pedoman tahun 2019 dan 2020, dapat
merggunalkan pendekatan kuantitatif ketika memilal dimensi efektivitas pelaksanaan
dengan membandingkan kesenjangan antara teles (faoe i Beol ] dan komtels pelakeanaan
(e it aerfon), Metode vang disarankan dalam melakukan evaluasi pada dimens ind
adalah analizis CBEA untuk menghitung rasio dompak manfaat dan beban/hisva vang
tmbul setelah dikelvarkannya persturan perundang-undangan. Monetisasi dalam

" Dhimi Sachiawnn el al.; 2010, Kiga s Bl e iest o Dadonesds’ Pobal Prooresolve e i St Fromaigm -
marnpe, Yovusan Studl Hulmm don Eebijakan Indonesio, Jakarm.
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pendekatan ind dilalukan terhadap variabel biava dan manfaat. Pechitungan manfaot
kemidian harus lebih besar dibandingkan biava atau nilai razio manfaat techadap biaya
harus di atas angla 1 {Bengfit/Cosi = 1), Prinsip pechitungan im tidek berbeda dengan
prinsip perhitungan dalam SROL

Sebagaimana penjelasan dalam bagian sehelumnyva, CBA dan SREOI adalsh 2
metode yang memiliki kemiripan, tetapi SREOL memiliki penekanan pada aspel-azpek
lain vang tidak dimiliki oleh CBA dan CBA sebagai mefode dalam prakiik legislass
umtimtiva digunakan dalam analigis ex-ante, bulan pest-egislarive, Oleh karena i,
BFHN sebenarnyva dapat mengembangkan ekomendagi metods CBA dalam Pedoman
Evaluasi tersehut menjadi metode SKO! dengan memperkuat keterlibatan pemangko
kepentingan dalam monetisasl bioya dan dampak vang terulur dalam dimensi sosio
kultural, ekonomt, dan inghungan hidup, Namun pengembangan metode tersebut peria
dilaknkan dengan menilai kembali seberapa besar bobot penilnian dimens: cfekrivitas —
vang menjadi wilayah analisis dengan metode mi - dalam keseluruhan evaluasi nndang-
umdang, Berdasarkan Pedonsan Evaluasidari BPFHN, dimsenst efektivitas yang sebenarniya
berearikan emipiris dan terukur dibera bobot sebesar 20% (dua pulub persen). Bohot
tersebut masih berada 3 bawah dimensi-dimens lain vang bersifat normatif, Misaloya
dimens Pancasila yong memiliki bobot 30% (tiga puluh persen).

Wialaupun Pedoman Evaluasi daci BPHN sejak 2019 telah mengalomodir dimensi
efcktivitas dengan merehomendasikan penghitungan bisya dan manfaat, tetapt laporan
riset BFHMN belum sepenuhnya menggunakan monetisasi dalam analisis dan evaluasimya.
Salah satu contohnya adalah analisis dan cvalunsi hulkum terkait perdagangan dalam
negeri tohun 20149, misalnya, menganalisis 48 variabel dari aspek efektivitas dalam
pelaksanaan 22 {dua puluh dua ) undang-undang dan regalasi. Mamun analisis efekitivitas
tersebut masih mengiunakon perdekatan kualitatif™

Pedoman evaluas: regulasi vang dikembangloon Bappenas juga belum mengarah pada
mengukur elelitivitas dan efisiensi melalui monetisasi dompak don biave pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, Bappenas pada tabun 2011 memperkenalkan Model
Analisa Peraturan Perumdong-undangan (MAPP). MAFPP adalab instrumen analisis
atan evaluasi megulasi vang dilndikasikan bermasalsh atan berpotensi bermasalah,
COperasionalisasi MAPP dimwali dengan inventarisasi regolasi, idemtifikasi dan
klasifikasi regulasi yang bermasalah atau berpotensi bermasalah terhadap pencapaion
tujuan pembangunan nasional, dan dilanjutkan dengan analisis regulasi™

Karena arabmya adaloh  mengidentifkasi regulasi bermasalal, sebagion besar
persoalan yang dikaji oleh MATPT adalah mengidentifileasi aspek normatf hukum vamng
hermasalah, Potensi redulasi bermasalah vang ditemukan pada persoalan: (1] konflik pasal
atat ketentan dengan peraturan lainnya, (7i) kefidakjelazan pada obyek don subyek
yving diatur sehingga menimbullan ketidakjelasan romuson bahasa serta sistematika
yang tidak jelas, (i) pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-

" Pisat Amilsis dan Evaloas Hukem Moasonal, 2010, Lapran A e Kidmiipel Kern Aol diey Bvalaasr B
S Tookeedd Perfegpeamis Dadaree Depeed, BIFELMN, Jakaria,

A THrektocal Analisa Persturan Perundang-umdongan Bappenas, 2001, Fedomian Praiagnre el mannd Hegelar,
Bappemas, Inkarm,
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undangan beserta turvmanmya, dan (iv) tdak memiliki daya funan ™ Walaupun pedoman
penerapan refoimas regulas yang disnsun Bappenas tidak menjelaskan metode evaluasi
cedilasi secara detil - khususnys metode Kuantitatil - tetapi persoslan daya guna
peraturan perondang-undangan dapat menjadi pintu masuk bagl pengembangan 3RO

Hagiam imi telah menunjuklian bahwa evalnasi peraturan perundang-undangan
di Indonesia = pada tataran pedoman vang disusun oleh Badan Keahlian, BFHN
don Pappenas mdga pelaksaonoon oleh Badan Feahbon = belum sampad pada upaya
mmerggevaluasi efektivitas dan efisiens] mplementasi undang-undang kKhusasiva dengan
thonetizag bigyn dan dampak undang-undang, Padahal pendekatan kuantitatif tersebut,
salah satunya dengan metode SHOL dapat menunjukkan gambaran wtuh terhadap
undang-undang. Bagaimana sehaiknya SKOI schagai metode dikembangkan dalam
keranghka PLE? Bagian selanjutnya dari artikel ini akan membahas prinsip dan langhkah
yang periu diperhatikan ketiks mengrunakan metode SHOID dan sckaligus menjadi
catatan bagi pengembangan pedoman evaluasi vang telah disusun oleh Badan Eeahlian
dan BPHIN.

Prinsip dan Langkah SROI dalam Evalunsi Legislasi: Simulasi dalom UU Penge-
Inlaan Sampah

Jika metode SRO1 ingin dilaksanakan dalam konteks evalussi undang-undang maka
membutuhkan tnhapan kegiatan: {1) identifikasi cakupan pelaksanaan undang-undang;
(2] identifikasi pemangko kepentingan kunci; {3) menghitung kejadian dampak berupa
identifikaszi fwpnt, proses dan outesme; (4) pemberian mlai dan penghitungan SKOL
Bagian ini skan menjelaskan 4 tahap terschut dan mensimulasikannya dalam kontcks
iriplementasi Undang-Undang Momor 18 Talun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(UL Pengelolaan Sampah].

1 Ienuilikasi Cakupan Pelaksanaan Dsdang-Undang
Ruang ingdlkup pelaksanasn undang-undang perlu ditentukan terdebih dalmlu agar
nantinyd memudahkan penentuan pemanghko kepentingan serta dampak vang akan
diukur. Schagail contoh, jika kitn ingin mengevaluasi pelaksanasn UL Pengelolasn

Sampah makaevaluator sehelumnya perlu menentukan manglingkopundangundang

tersehn t Evaluatordapatmengidentifikasiruangiingkuprvadenganmencermatibatang

tubuh undang-undang. Untuk konteks UU Pengelolaan Sampah, hab danbagian dalam
hatang mbuh menunjukkan beberaps roang lingkapnys vang penting antara lain:
pembatasan tmbualansampah, daor ulang sampah, pemaniogtan ke mbali sampah, dan
penanganan sampah dan pemilahan hingga pemrosesan akhir,
2, Tdentifikasi Femangku Fepentingan Kuei

Karena wndang-undang berlaku nasional, maks pemangka Kepentingan kunci
seharusnva juga bersleala nasional. Namun pemanglu kepentingan vang tidak spesifik
justrugkanmemyulitkanmonetisasidanpenilaiandampak . OlchkarenaituanalisisSROT
dapat dilakukan dengan fokus pada wilayah tertent vang dipilih dengan alasan atan
perambangan yang jelas. Sebagaicontoh, jika mengide ntifikasi pemanglku kepentingan

* dhiad.
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kunei dolam implementasi UL Pengelolaan Sampah mala perlu dibatasi kabupaten
kota vand dipilib sebagai lolkas peselitianevaluasiaton bahlkan dapat dikhusuzkan pada
beberapa kecamatan terpilibidi kabupatensbkotatersebiul, Jika lokasi vang menjadifolkus
makin spesifik maka penentuan pemangka kepentinganakan semakin mudah. Setelsh
pomanghkn kepentingan kunci diwilayah tersebut berhasil diiddentifikasi maka langhah
berilkutnya adalah menentulkan perannya dan dampak implementasi undangundang
terhadap dirmmva. Tabel 2 mengiluzirasikan hasil identifikas pemangko kepentingan
untuk kenteks evaluasi UL Pengelolaan Sampah,

Tabel 2. 5imulasi Identifikasi Pemangku Bepentingan dataim Evalupasi U1 Pengelolaan
Sampah

Pemangku

Kepentingan Fran

Dampak dari UL

Warga pembayar
retribugi

(1) Memasolk sampah setiap
har.

(2) Membayar hinya rerabusi
dalam pengelolaan sampah i
kota,

Penururnan jumiah penyakit
bawaan dari sampalh, tis-
alnva: diare, DBD, ISPA,
premyakit kalit,

Banlk sampah

{1} Menerima selomn sompah
dari warga.
(2} Memilah sampah plastilk,

(1] Pennmbahan penghasilan
mmasyarakat dan penukaran
sammpah,

(2] Pemanfantan kembali
sampah plastik dan mengu-
rinnigi sampah plastik vang
magal ke TPA.

Diittaz Eebersihan

(1) Melakuloan pembinean dan

pengdawazan kinerja pengelo-
lnan sampah.

(2) Melakulkan pemantavan
dan evaluagi secora berkala,

Pemiuruman volume

sampah yang diprozes la-
rema herlurangonya tmbulan
sampah di sumber penghasil
sampah [misalnya rumak
tanggal,

UrTD TEA

(1) Melalsanaloan pengangku-
fan sarmpsh.

(2] Mengelola penrosesan
gampah di akhir.

Pemiuruman volume

sampah yangd diprozes la-
rema herkurangonya timbulan
sampah di sumber penghasil
sampah [misalnya rumak
tanggal,

Setelah memetakan pemangkn kepentingan kunci heserta perannys masing-masing
serta dampak undang-undang terhadap dirinya lalu kemndian dilakokan perhitungan
dampak dan pendlaian kevangan {(monetisasi) dari masing-masing parameter dampak
terschut. lustrasinya dapat dilihat pada Tabel 3,
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Tabel 3. Simulasi Perhitungan Dampak dan Monetisasi UU Pengelolaan Sampah

Dampal

Pendekatan Perhitungan

Monetisasi

Warga pembayar retribusi

Penurunan jumlah
penyakit bawaan dari
sampah

Menghitung penghematan
pengeluaran pengobatan

warga sctelah pengelolaan
sampah tertangan dengan

hailk,

Milai penghematan ber-
dusarkan revata penge-
luaran pengobatan hagi
penyvakit bawaan sampah
dart 3 tahun sebelumnya
dibandinglkan dengan

tahun ini

Bank sampah

Pepambahan pendapatan
miazyarakat dari pema-
kKaran sampah,

Menghitung jumiah pen-
dapatan wacga yang terdal-
tar sebagal anggota ank
sampal,

Rerata gang vang diterima
oleh anggota bank sampah
setiap bulan selama 3 ta-
b terakhar.

3. Menghitung Peristiwa Spesifik yang Menunjukkan Dampak Undang-Undang
Peristiwa dampak (fepne. proses dan aitcome) diperoleh berdasarkan hasil
perhitungan jumbahperistwadampak(evidener | Fodatahaping, semuaperistiwaspesifik
tentang dampak implementasi undang-undang kemnadian dilitung dan diperkirakan
agar memperoleh besaran il umtuls setiap parameter dampak tevschut,

Tabel 4. Simulasi Perhitungan Peristiwa Dampak

Dampak

Perhitungan Peristiwa Dampak

Warga pembayar retribusi

Penurunan jumlah penyalit

hawaan dar sampah

Milai penghematan herdasarkan rerata pengeluaran

pengobatan bagh penyakit bawaan sampah dari 3 ta-
hun sehelumnya dibandingkan dengan tahun ini.

Pads 1 wilayah yang menjadi lokasi evaluasi terda-
pat 1RO warga terdampak dan setiap tahunmya
ada penghematan rerata Rp. 500,000,040 dan menin-
gkat sctiap tahun rerata Bp. TO0U00.000 Schingga
total penghematan selama 3 tahun antara lain: Bp.
SOO0000.000,00, Kp, 6.000.000,000,00, dan Rp,

T AN (R QOH 0.
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Bank sampah

Penamhahan pendapatan Herata uang vang diterima oleh anggota bank sampah
masyarakat dari penukaran setiap bulan selama 3 tahun terakhir.

zampah Pada 1 wilavah vang metijadi lokagi evaluasi terdapat

LW wargda yaong menjadi anggota bank sampah dan
getinp tahunnva ada tambahan pendapatan rerita
sehanyak R, 700.000,00. Sehingia total pendajratan
tambahkan di wilavah tersebut setiap tahun adalah
R, TOA000, 0000, 04,

4. Pemberian Nilai dan Penghitungan SRO0
Pada tahap imi kemudiza dilakukan pengukuran terhadap kembali (retr)
tidnknya investasi pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang. Tahap
i mielakulan pengulurn dalom bentuk dampak nil yang terikur, Stmulas dalam
Tabel 5 melak ulanpengukucon tersebut secarasederhanadan belummemperhitungkan
tinglat sukn bunga serta asumsi peran pihak lain dalam memberkan dampak pada
pengelolaanspmpal, misalnyadalambentuk programianggungiawabzosislperusahaan,

Tabel 3. Simulasi Penilaian dan Penghitungan SRO1 UL Pengelolzan Sampah di
Kecamatan A dan B, Kota C
Tahun Tahun Tahun

M. Uraian 2018 2018 2020 Toral
AL Imput
1.  Pembangunan dan operasional TTA S000 4000 5000 170400
(dibagi proporsional berdasarkan luas
wilayah)
2. Pembelan truk sampah SO0 S 500 L5000
Total Tnper 5,500 4.500 5.500 18,5040
B Owutcome
1. Penghematan pengeluaran pengohatan SAH0 GANHE 000 154010
2. Pendapatan tamhahan dari hank FATE] T Ol 2100
sampah

Total Onteome  5.700 8.700 7.700 20. 100
SROI Ratio (DatcomeInpur) 0,67 149 140 1,09
Simulasi yang ada di Tabel 5 memunjukkan bahwa implementasi UL Pengelolaan
Sampah tidak efisien dan efektif dalam memberikan dampak, Namuon sda peningkatan
idi 2 tahun berikutnya sehingga rasio SEO0 secars keseluruhan dalam 3 tahun
terakhir masith G atag anglka 1. Rasio SROI cenderung menurun ketika pemeriniah
menganggarkan higya investasi vang besar untuk sarana prasarana pengelolaan sampah.
Artinys implementasi U Pengelolaan Sampah di 2 kecamatan tersebul, sebagim
sampel, masih layak untok dilanjutksn dengan mempertimbangkan dampak - vang
dirasakan para pemanglu kepentingan tersebut. Tento sajs uraian fepat dan sufoose
yang disimulagikan tersebut masth jauh dan situas il Karena baoyak ospek yang dapat
dielabrrasi di kedus aspek tersebut.
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Berdasarkan tren rasio SEOT tersebat, pemerintah dapat menentukan rekomendasi
tindak lanjut untuk meningkatkan efsiensi dan efektivitas impleme ntasi UL Pengelolaan
Sampah agar dapat mencapal fujuan undang-undang. Contoh rekomendasi tindak
lanjut dengan mengaco pada simulasi Tobel 5 adalah: mengefisienkan operasional ok
penganghkutan sampah dengan mengetektifkan pemilahan sampah di tingkat rumah
tangge. Selamn itu, jika evaluator mgin mendapatkan monetizast soicome yang vafid
maka perlu adanya sinergisitas antama Rementerian/lembaga negara atou paremen
yiang mengevaluasi dengan berbagai pemangka kepentingan i sektor kesehatan agar
mnengetahu penghematan pengeluaran pengobatan vang riil,

Walaupun mekanisme penghitungan SROI terlihat sederhana, tetapi pada praktilenya
nanti membutuhkan ketelian dalam memetakan pemangkn kepentingan serta
memetakan dampak konkrit dan terukur vang didapatkan. Tahap monetisasi juga sangat
menentukan karena dalam tahapan ttulah dapar terlihat nkaran yang akan digunakan
dalam menghitung dampak pads satnan nominal bisya vang jelas. Beberaps asumsi
dive teori atau keasep dasar juga tidak boleh luput untik dipechitunghkan. Asumsi vang
perlu diftitung mizalnva asumgi sulku bungs dan intervensi prhak laim. Pengiunaan (8o
atou kensep dasar juga menendukan dialam menetaplkan dampak dari undang-undang,
Contoll dalam stmiilasi iod adalah penggunaan konsep desar tentang pembangunan
berkelanjulan sehingga analisis dampak dari UL Pengelolaan Sampah difokuskan pada
aspek kesehatan lingkungan dan milai tambah yang diperolch manusia dan pengelolaan
sampah.

SIMPULAN

Bagian-bagian sebelumnya telah membahas tinjauan wmum tentang SROL urgensinya,
dan bagaimana langdlah analisis 5SROI dolam Konteks implementasi undang-undang,
Tinjauan vmum terhadap SROL menunjulklkaon metode 1m dapat menjadi alfernatif
dalam evaluast undang-undang don memiliki kemiripan dengan metode CBA yang telah
Familiar bagi perancang peraturan perundang-undangan di Indonesia,

Pendekatan monetisasi dalam SROID dapat menunjukkan efisiensi dan efektivitas
dari undand-undang dan pendekatan terschat Gdak cukup tecakomodar dalam panduan
evaluasi undang-undang vang disusun oleh Badan Keahlian, BPHN, dan Bappenas.
Lembaga-lembaga tersebut dapat menvusun pedoman evaluast dengan menijelaskan
langkah-langkah vang konkrit dalam evaluasi kuantitatif terhadap undang-undang,

Simulasi langkah menggunalan SROI dalam artkel imd menunjukkan bahwa
metode i membutubkan kecermatan schingga sukar dilaskukan hanya oleh evaluator
berlatarbelakang hukum. Oich karens itu evaluasi undang-undang dengan metode
SEOI menuntut keterlibatan penggiat disiplin itlmu lsinmya, khususnva dari akuntans,
serte pemangku kepentingan yang terkait dalam berbagai tahapan analisis SROL Sclain
itu, penghitungan rasio RO perly dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk
mervmuzkan rekomendasi tindak lanjut agar implementasi undang-undang nantinya
dapat semakin efektil dan efisien dalam mencapai tujuan andang-undang,
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